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ABSTRAK

Deta Fikha Fitriani.201710115135.Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah
Yang Berstatus Girik (Studi Kasus Pada Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol,
Kabupaten Bogor)

Tanah girik merupakan sebutan untuk tanah adat atau tanah yang belum memiliki
sertipikat dan belum terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat, memiliki risiko
hukum dan kerawanan yang lebih tinggi terhadap pihak pembeli. Diketahui
banyaknya masyarakat Desa Sukanegara yang melakukan perbuatan hukum jual
beli tanah berstatus tanah girik disebabkan karena masih banyak tanah yang tidak
ada bukti kepemilikan tanah berupa sertipikat.
Permasalahan dalam skripsi ini mengenai akibat hukum bagi pembeli terhadap
jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara dibawah tangan dan bentuk
perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam melakukan jual beli tanah
dengan alas hak girik di desa Sukanegara. Skripsi ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif (kepustakaan) didukung dengan wawancara kepada
narasumber untuk mendapatkan kesimpulan tentang akibat hukum bagi pembeli
terhadap jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara dibawah tangan tidak
mendapatkan kepastian hukum dalam hal peralihan hak atas tanah, terkait Pihak
pembeli tidak dapat mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional dan
potensi terjadi adanya sengketa tanah atas kepemilikan girik.
Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam melakukan jual beli
tanah dengan alas hak girik di Desa Sukanegara, melalaui perlindungan hukum
preventif dengan melakukan penyuluhan mengenai kedudukan surat girik dan
sertipikat atas tanah oleh Pemerintah melalui Kepala Desa kepada masyarakat di
Desa Sukanegara, mengikuti Program Pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) yaitu proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang
dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang
belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya
yang setingkat dengan itu. Dilakukan juga perlindungan hukum represif terkait
apabila terjadi sengketa sehingga dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan
untuk mendapatkan perlindungan dari adanya kerugian-kerugian yang dialami
pihak pembeli.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pembeli TanahGirik
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ABSTRACT

Deta Fikha Fitriani.201710115135.Legal Protection for Land Buyers with a
Girik Status (Case Study in Sukanegara Village, Jonggol District, Bogor Regency)

Girik is the term for customary land or land that does not have a certificate and
has not been registered with the local Land Office, which carries a higher legal
risk and vulnerability to the buyer. It is known that many people in Sukanegara
Village have committed legal acts of buying and selling land with the status of
girik land because there are still many lands for which there is no proof of land
ownership in the form of certificates.
The problems in this thesis are regarding the legal consequences for the buyer on
the sale and purchase of land rights which are carried out under the hands and
the form of legal protection for the buyer in buying and selling land on the basis
of freehold rights in Sukanegara village. This thesis uses a normative legal
research method (literature) supported by interviews with informants to get
conclusions about the legal consequences for the buyer of the sale and purchase
of land rights carried out under the hands of not obtaining legal certainty in the
case of transfer of rights to land, related parties the buyer cannot register the
land with the National Land Agency and the potential for land disputes over girik
ownership.
A form of legal protection for the buyer in buying and selling land on the basis of
freehold rights in Sukanegara Village, through preventive legal protection by
providing counseling regarding the position of girik letters and certificates on
land by the Government through the Village Head to the community in
Sukanegara Village, following the Government Land Registration Program
Complete Systematic (PTSL), namely the process of registering land for the first
time, which is carried out simultaneously and includes all objects of land
registration that have not been registered in a village or kelurahan or other
similar names. Repressive legal protection is also carried out in the event of a
dispute so that legal remedies can be made to the court to get protection from any
losses suffered by the buyer.

Keywords: Legal protection. Land Buyer Girik
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